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Abstract. Acceleration of implementation of area with autonomy law UU No. 32 the
year 2004 and regulation of the government No. 41 the year 2007 about organization of
popular. Accelerating implementation of regional autonomy by act no 32 year 2004 and

regulation language in which distric government were given greater authority and

flexibility in arranging and setting the regional orgaizanization and local capacity
building in order to realize the full service of national development and synchronization
with the central government’s development policies in accordance local needs.
However, when implemented by district government of the region from one another
very different and because there are constraints due to limited resources, among other
very different, human resources, competences, technology, environment and facilities is
adequate. How big is the impact and constraints in the implementation of regulation No
41/2007 reerdeng the organization or a local device known as the streamlining of the
organizatation that is considered ineffective and ineffeficient.
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yang

kedudukan, tugas pokok organisasi daerah yaa
pada dasamya bagaimana fungsi pelayanan dq

lam reformasi birokrasi lebih dioptimalka
sehingga perubahan-perubahan dalam kehidupd
dimasyarakat secara bersama-sama akan mampi

bekerja sama untuk membangun ekonori
Bangsa Indonesia saat ini dan masa yang aka
datang.

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya peraturan Peme-
rintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang organisasi perangkat daerah serta dipa-
yungi dengan undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
lembaran Negara RI Nomor 4437) maka sebagai
realisasi dalam perampingan struktur organisasi
suka tidak suka wajib dilakukan oleh pemerintah
daerah. Apalagi dalam pencanangan program
100 hari kedepan pada pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudoyono dalam kabinet
Indonesia Bersatu YL akan melakukan Reformasi
pada pemerintahan secara besar-besaran, seperti
terbaca pada media masa di kejaksaaan akan me-
mangkas 3000 struktur yang akan dihilangkan, di
kepolisian dihapuskannya polwil serta di Peme-
rintahan dalam Negeri mencoret atau menghapus
sekitar 500 perda yang tidak disetujui. Organisasi
perangkat daerah dalam pembentukannya seperti
terlihat pada pasal 2 item 2 mengatur susunan.
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Bagaimanapun fungsi pelayanan let*
diutamakan terutama dalam hal perijinan usaha
pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan da
lain-lainnya. Tanpa meningkatkan fungsi pel*
yanan sangat nista dalam mendongkrak peruba
han-perubahan terutama dibidang pembanguna
ekonomi saat ini. Sejarab bangsa telab teriewa
sejak bergulimya UU Nomor 32 tahun 20C
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerinta
Daerah diberi kekuasaan dan keleluasaan yar
sangat besar dalam menyusun dan menetapka
organisasi perangkat daerah dengan pertimb
ngan antara lain (a) Kewenangan Pemerinta
yang dimiliki oleh daerah; (b) Karakteristi
potensi dan kebutuhan daerah; (c) Kemampua
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langan daerah; (d) Ketersediaan sumber daya
iratur; (e) Pengembangan pola kerja sama
ara daerah dan atau dengan pihak ketiga.
leliti melihat dalam implementasi ternyata
iap daerah berbeda dalam menterjemahkan
>ijakan PP No. 41/2007, ada kecenderungan
lafsiran menyesuaikan keinginan masing-
sing daerah. Kasus terjadi ada daerah mem-
ltuk organisasi perangkat daerah terlalu
nuk dan tidak didasarkan pada kebutuhan
tta daerah yang bersangkutan, padahal pe-
gkat daerah tersebut bertujuan memangkas
lktur organisasi agar lebih pendek sehingga
gsi pelayanan tidak terlalu bertele-tele dari
i waktu, biaya, serta persyaratan lainnya.
ngan perubahan terminologi pembagian uru-

pemerintah yang bersifat konkuren berda-
kan UU No. 32 tahun 2004, maka dalam
?lementasi kelembagaan setidaknya fungsi-
gsi pemerintahan dapat dijelaskan seperti
anah atau yang tertuang dalam peraturan
nerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi
angkat daerah.

Peraturan Pemerintah pada prinsipnya
laksudkan memberikan arah serta pedoman
tg jelas kepada daerah dalam merestruk-
sasi organisasi agar lebih efisien, efektif serta
ional, menyesuaikan dengan kebutuhan dan
nampuan daerah masing-masing terutama
mpertimbangkan sumber dayanya.

Keragaman dan perbedaan yang dimiliki
h daerah tersebut, sangat menarik untuk dikaji
j diteliti, terutama yang menarik bagi peneliti

;aimana implikasi kebijakan pemerintah
rah nomor 41 tahun 2007 di Kabupaten
oarjo yang wilayahnya tidak terlalu luas,
ipi APBD cukup besar. Sehingga masalah
;ebut dapat dikemukakan sebagai berikut
akah tujuan dan sasaran implementasi PP No.
tahun 2007 pada Kabupaten Sidoarjo sesuai
g diharapkan? Sebarapa jauh perubahan yang
iginkan dalam suatu implementasi PP No. 41
an 2007 pada kabupaten Sidoarjo? Seberapa
ar kendala-kendala yang dihadapi dalam
dementasi PP No. 41 tahun 2007 pada
aupaten Sidoarjo?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan data

primer dan data sekunder. Data primer di peroleh
dengan pengamatan langsung ke lokasi pene-
litian, wawancara dengan informan sebagian dari
pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidoarjo, se-
dangkan data sekunder diperoleh melalui sejum-
lah dokumentasi yang terdapat di kantor Kabu-
paten Sidoarjo antara lain buku laporan, kepu-
tusan serta perundang-undangan lainnya.

Dalam hal mengumpulkan data, untuk
data primer, menggunakan beberapa teknik,
yaitu: Observasi, Wawancara, Kuesioner, se-
dangkan untuk memperoleh data sekunder,
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan cara menghimpun dokumentasi

Analisis data dilakukan secara terus -
menerus serta dilakukan hampir bersamaan
dengan pengumpulan data. Hal ini peneliti laku- .
kan agar fenomena yang menjadi obyek dapat di-
deskripsikan secara utuh, obyektif dan sistematis.
Pendekatan analisis data yang dipergunakan ada-
lah pendekatan analisj
Huberman (dalam Betric, 2007) model analisis
ini menggunakan prctgSS
tahap interaktif kepada sumber data yang di-
tentukan.

interaktif Mile dan

elitian secara ber-

Model analisis interaktif dapat dijelaskan
dengan bagan sebagai berikut;
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* Data Collection * Data Collection
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Conclution Drawing
/ Vertying

Data Reduction

i4

Analisis Data Interaktif \
(Sumber Mile dan Huberman Dalam Betric 2007) Jmempertimbangkan faktor fmansial, kebutuhan

daerahjcakupan tuga« yang meliputi sasaran
tugas yangharus"dtwujudkan jenis dan besamy*
tugas, luas wilayah kerja serta kondisi geografis.
jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah.
sarana dan prasarana juga perlu diperhitungkan
dalam perampingan organisasi perangkat daerah
dalam implementasi, oleh karena itu kebutuhan
akan organisasi bagi maisng-masing daerah tidak
senantiasa sama atau seragam.

Peraturan pemerintah ini menetapkan
kriteria untuk menentukan besaran organisasi
perangkat daerah dengan variabel kepadatan pen-
duduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang ke-
mudian ditetapkan pembobotan masing-masing
variabel yaitu 40% untuk variabel jumlah pen-
duduk, 35% (tiga puluh lima) variabel luas wi-
layah dan 25% (dua puluh lima) untuk variabel
jumlah APBD, serta menetapkan variabel ter-
sebut dalam beberapa kelas interval, seba-
gaimana jumlah susunan organisasi disesuaikan
dengan beban tugas masing-masing perangkat
daerah.

yBerpijak dari pendekatan diatas, langkah-langkah
yang akan ditempuh dalam menganalisis data
adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan data (Data collection)

Pengumpulan data dilakukan bersamaan
dengan pemeriksaan kembali catatan lapa-

k<

J

J

ngan
b. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini peneliti memilih dan memilah data
yang relevan dengan tujuan penelitian. Data
yang relevan akan dianalisis sedangkan data
yang kurang relevan akan dibuang (tidak
dianalisis).

c. Penyajian data (data Display) setelah data
direduksi, langkah berikutnya adalah pe-
nyajian data yang meliputi (1) identifikasi;
(2) klasifikasi; (3) penyusunan; (4) pen-
jelasan data secara sistematis, obyektif dan
menyeluruh dan (5) pemaknaan.

d. Penyimpulan : (conluction : Drawing /
veritying) peneliti menyimpulkan hasil pe-
nelitian berdasarkan kategori dan makna
temuan.
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niPerubahan nomenklatur bagian tata usaha

pada dinas dan badan menjadi sekretariat di-
maksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai
unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan
program dan penyelenggaraan tugas-tugas bi-
dang secara terpadu dan tugas pelayanan admi-
nistratif.

kHasil Dan Pembahasan k
Peraturan pemerintah yang menyangkut

organisasi perangkat daerah ini pada dasamya
bertujuan memberikan arah dan pedoman yang
jelas kepada daerah dalam menata kembali
organisasi yang lebih efisien, efektif dan rasional
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi serta komunikasi kelembagaan
antara daerah dan pemerintah pusat.

Penyusunan perangkat daerah terutama
menyangkut organisasi sekurang-kurangnya

dal*rinti
ant*Bidang pengawasan, sebagai salah satu

fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.
dalam rangka akuntabilitas serta obyektifitas ha-
sil pemeriksaan, maka nomenklatumya menjadi
inspektorat propinsi, kabupaten/kota yang di-
pimpin oleh inspektur yang dalam pelaksanaan

kabf
serta
tug*
laksa



1
nplikasi Implementasi PP 41 Tahun 2007 Tentang (Kuswandi) 325

gasnya bertanggung jawab langsung kepada
:pala daerah.

Selain itu, eselon kepala bidang pada
nas dan bidang perangkat daerah kabupaten /
)ta diturunkan yang semula eselon Ilia menjadi
:elon Illb, dimaksudkan dalam rangka pene-
pan pola pembinaan karir, efisiensi dan pene-
pan koordinasi sesuai dengan peraturan per-
ldang-undangan dibidang kepegawaian, namun
imikian bagi pejabat yang sudah ada atau
belumnya memangku jabatan eleson Ilia
belum peraturan pemerintah ditetapkan kepada
ing bersangkutan tetap diberikan hak-hak
:pegawaian serta hak menjadi eselon Illb dan
batan Eselon Illb tersebut efektif diberlakukan
tgi pejabat yang baru dipromosikan memangku
batan berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Beberapa perangkat daerah yang me-
ingani fungsi pengawasan kepegawaian, rumah
kit serta fmansial mengikuti tugas dan fung-
lya merupakan amanat peraturan perundang -
idangan, maka perangkat daerah tersebut tidak
engurangi jumlah perangkat daerah yang di-
tapkan dalam peraturan pemerintah ini dan pe-
>man teknis mengenai organisasi dan tata kerja
atur tersendiri.

Pembinaan dan pengendalian organisasi
ilam peraturan pemerintah dimaksudkan dalam
ngka penerapan koordinasi integrasi, sinkro-
sasi dan simplifikasi antar daerah dan antar
ktor sehingga masing-masing pemerintah
erah taat asas dan taat agama dalam penataan
lembagaan perangkat daerah. Dalam ketentuan
merintah dapat membatalkan peraturan daerah
atang perangkat daerah yang bertentangan de-
;an peraturan perundang-undangan dengan
insekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan
pegawaian serta tindakan administrasinya.

Peraturan pemerintah tersebut juga me-
;atur mengenai pembentukan lembaga lain
lam rangka melaksanakan kebijakan peme-
ltah, sebagai bagian dari perangkat daerah
tara lain secretariat badan narkoba propinsi,
bupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran
rta lembaga lain untuk mewadahi penanganan
gas-tugas pemerintah umum yang harus di-
csanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk

pengendaliannya, pembentukannya wajib dengan
persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.

Pengertian pertanggung jawaban kepala
dinas, sekretariat DPRD dan kepala badan/kantor
(direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris
daerah adalah pertanggungjawaban administratif
yang meliputi penyusunan kebijakan peren-
canaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah,
sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah,
dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD
dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit
daerah bukan merupakan bawahan langsung
sekretaris daerah.

Dalam implementasi penataan kelem-
bagaan, perangkat daerah berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 41 tahun 2007 ten-tang
perangkat daerah menuju peningkatan pelayanan
lebih efektif, efisien serta rasional, berdasarkan
prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan
misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan
fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas,
efisiensi dan efek-tifitas tentang kendali serta tata
kerja yang jelas telah dipraktekkan atau di-
jalankan oleh pemerintah daerah di Kabupaten
Sidoarjo. Nomenklatur dan titelatur perangkat
daerah, desa dan perusahaan daerah berjalan
dengan kcrmposisi serta pembagian tugas dengan
dasar hukum yang jelas dan dapat dipertang-
gungjawabkan dalam implementasinya.
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Bagan dan Titektur Kab Sidoarjo
Jawa Timur

TitelaturNomenklatur Dasar HukumNo. (Sebutan Institusi) (Sebutan Jabatan)
Bupati Sidoarjo Undang-undang Nomor

tahun
Pemerintahan Daerah.
Peraturan
Nomor 41 tahun 2

Pemerintah Kabupaten
Sidoaijo

1.
2004 Ten

Pemerini

tentang Organisasi
rangkat Daerah
Peraturan Daerah Ka
bupaten Sidoarjo No-mor 2
tahun 2008 Tentan

Sekretariat Daerah Ka-
bupaten Sidoarjo

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Sidoarjo

2.

Pe-rangka
Kabu-pate*

organisasi
Daerah
Sidoarjo.

3. Asisten Tata Peme-
rintahan & Kesejah-
teraan Rakyat Sekretariat
Daerah
Sidoarjo
Membawahi

Bagian Administrasi
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
Bagian Administrasi
Ke-sejahteraan
rakyat & Kemasyara-
katan

Asisten Tata Pemerintahan
& Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Sidoaijo

-Idem-
m?
If

Kabupaten

Kepala Bagaian Adminis-
trasi Pemerintahan Sekre-
tariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
Kepala Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Sidoarjo.
Kepala Bagian Adm. Kesra
& Kemasyarakatan.

TitelaturNomenklatur Dasar HukumNo. (Sebutan Jabatan)(Sebutan Institusi) -Idem-AdministrasiAdministrasi Asisten
Perekonomian & Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Asisten4.
Perekonomian & Pem-
bangunan
Daerah
Sidoarjo.
Membawahi :
Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah
Sidoarjo.
Bagian Administrasi

Sekretariat
Kabupaten

r

Adm.Kepala Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoaijo.
Kepala Bagian
Perekonomian & SDA Sekretariat

Adm.Kabupaten

Daerah Kabu-paten Sidoarjo.
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Perekonomian & Sumber
Dara Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten
Sidoarjo.
Bagian Telekomunikasi

Informatika
Sekretariat Daerah

Kepala Bagian Teleko-munikasi &
Informatika Sekretariat Daerah
Kabu-paten Sidoarjo.

&

Kabupaten Sidoarjo.
Asisten5. Administrasi Asisten Administrasi Umurn

Sekretaris Daerah Kabu-paten
Sidoarjo.

-idem-Umum
Daerah
Sidoarjo.
Membawahi :
- Bagian Organisasi -

Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

- Bagian
Sekretariat
Kabupaten Sidoarjo.

- Bagian
Sekretariat Daerah

Sekretariat
Kabupaten

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabu-paten
Sidoarjo.

Umum
Daerah

Kepala Bagian umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Kepala Bagian Humas &
Protokoler Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Hukum

Kabupaten Sidoarjo.
Bagian Humas &
Protokoler Sekretariat
Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

6. Sekretariat Dewan Per- Sekretaris Dewan Perwa-kilan
Rakyat Daerah Kabu-paten
Sidoarjo.

-Idem-wakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
Membawahi :
Bagian
Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah
Bagian
Sekretariat Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah.
Bagian
Sekretariat Dewan Per-

Kepala Bagian Sekretariar Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kepala Bagian Persidangan
Sekretariat Dewan Per-wakilan
Rakyat Daerah.
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Dewan Per-wakilan
Rakyat Daerah.

Umum

Persidangan

Keuangan

wakilan Rakyat Daerah
Dinas Kesehatan Kabu-7. Kepala Dinas

Kabupaten Sidoarjo
Kesehatan Peraturan Daerah

paten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo
Nomor 21 Tahun 2008

Organisasi
Daerah

Tentang
Perangkat
Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian,
Perdagangan dan Energi
Sumber Daya Mineral

Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian Perdagangan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-8.
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Kabupaten Sidoarjo.
Dinas Perhubungan Ka-
bupaten Sidoarjo

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo

9. -Idem-j
i Dinas Pendapatan, Pe-

ngelolaan Keuangan &
Aset Kabupaten Sidoarjo

10. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan & Aset
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-

Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil Kabu-
paten Sidoarjo

1 1 . Kepala Dinas Kependu-dukan &
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sidoarjo

-Idem-

12. Dinas Sosial & Tenaga
Kerja Kabupaten
Sidoarjo

Kepala Dinas Sosial & Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo

-Idem-

Dinas Kelautan &
Perikanan Kabupaten
Sidoarjo

13. Kepala Dinas Kelautan &
Perikanan Kabupaten Sidoarjo

-Idem-

14. Dinas Pertanian Kabu- Kepala Dinas Pertanian Ka-
bupaten Sidoarjo

-Idem-paten Sidoarjo
Dinas Pendidikan Kabu-15. Kepala Dinas

Kabupaten Sidoarjo
Pendidikan -Idem-paten Sidoarjo

Dinas Kebersihan & Per-16. Kepala Dinas Kebersihan &
Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

-Idem-Kabupatentamanan
Sidoarjo
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sidoarjo

17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-
Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya & Tata
Ruang
Sidoarjo

18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya & Tata Ruang
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-

1Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten
Sidoarjo

19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabu-paten Sidoarjo

-Idem-

Dinas Pasar Kabupaten
Sidoarjo

20 . -Idem-Kepala Dinas Pasar Kabu-paten
Sidoarjo

21 . Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan & Pa-
riwisata Kabupaten
Sidoarjo

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan & parivvisata
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-

22 . DaerahInspektorat Kabupaten
Sidoarjo

Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Peraturan
Kabupaten Sidoarjo
Nomor 21 Tahun 2008

Organisasi
Daerah I

tentang
Perangkat
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-Badan Perencanaan Pem-
Daerah

23. Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo

bangunan
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan

Kepala Badan Pember-dayaan
Masyarakat, Perem-puan &

24.
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Keluarga Beren-cana Kabupaten
Sidoarjo

& Keluarga Berencana
Kabupaten Sidoarjo

-Idem-Kepala Badan Kesatuan Bangsa,
Politik & Per-lindungan
Masyarakat Ka-bupaten Sidoarjo

Badan Kesatuan Bangsa,
Politik & Perlindungan
Masyarakat Kabupaten
Sidoarjo

25.

Kepala Badan kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidoarjo

kepegawaian
Kabupaten

-Idem-Badan26.
Daerah
Sidoarjo

Kepala Satuan Polisi pamong
Praja Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabu-
paten Sidoarjo Nomor 22
Tahun 2008 Tentang
Satuan Polisi Pamong
Praja

Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sidoarjo

27.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabu-
paten Sidoarjo Nomor 21
Tahun 2008 Tentang
Orga-nisasi
Daerah
Sidoarjo.

28. Badan
Hidup
Sidoarjo

Lingkungan
Kabupaten

Perangkat
Kabupaten

Kepala Kantor perpustakaan &
Arsip Ka-bupaten Sidoarjo

-Idem-29. Kantor perpustakaan &
Arsip Kabupaten
Sidoarjo

Direktur Rumas Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sidoarjo

-Idem-30. Sakit Umum
Kabupaten

Rumas
Daerah
Sidoarjo

Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabu-paten Sidoarjo

-Idem-Badan Pelayanan Per-
ijinan Terpadu Kabu-
paten Sidoarjo

31.

-Idem-Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidoarjo

Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidoarjo

32.

-Idem-Camat33. Kecamatan
-Idem-Kelurahan Lurah34.

Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 1987 Tentang
perubahan pertama tentang
Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 1978 tentang peru-
sahaan Daerah Air Minum

Direktur Perusahaan Daerah Air
minum “Delta Tirta” Kabupaten
Sidoarjo

Perusahaan Daerah Air
minum “Delta Tirta”
Kabupaten Sidoarjo

35.

“Delta Tirta” Kabupaten
Sidoarjo
Peraturan Daerah Kabupa-
ten Sidoarjo Nomor 38 Ta-
hun 1998 Tentang Perusa-
haan Daerah Aneka Usaha

Dae-rah
Grafika”

Direktur Perusahaan
Percetakan “Delta
Kabupaten Sidoarjo

Perusahaan Daerah Per-
cetakan “Delta Grafika”
Kabupaten Sidoarjo

36.
6

Kabupaten Sidoarjo.
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Samsuri, 2000. Implementasi Kebijakan
pendayagunaan Aparatur Pemda
Dalam Rangka Efektivitas Pelayanan
Publik. UNIBRA Malang.

Kesimpulan
1. Pada dasamya tujuan dan sasaran dalam

implementasi peraturan pemerintah No.
41 Tahun 2007 di Kabupaten Sidoarjo
dapat beijalan sesuai harapan masyarakat
terutama dalam meningkatkan segi pela-
yanan seperti perijinan, peningkatan retri-
busi, pendapatan daerah serta lainnya dan
implikasi tersebut berdampak positif da-
lam perekonomian yang ada pada Kabu-
paten Sidoarjo.

2. Perubahan-perubahan dalam pengambilan
kebijakan yang berkaitan dengan fungsi
pelayanan adalah penyelenggaraan satu
atap dengan koordinasi antar dinas-
lembaga/direktur berjalan dengan baik,
pengepraskan perangkat organisasi yang
gemuk menjadi ramping ternyata terbukti
dalam peningkatan pelayanan disegala bi-
dang dan itu sangat ampuh terbukti meski
dilanda krisis Lapindo yang sudah berusia
3 tahun lebih tidak menyurutkan PAD
untuk tahun-tahun mendatang.

3. Dibidang organisasi, sarana dan prasarana
cukup memadai hanya sedikit atau kadang
terjadi ketimpang tindihan dalam kegiatan
antara bagian dengan dinas teknis. Juga
masih adanya kurang pemahaman dalam
pelaksanaan tugas, khususnya dibidang
job discription pada awal Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 di
terapkan, serta masih adanya pejabat yang
merasa kurang sesuai dengan latar
belakang pendidikan, pengalaman dan
kompetensinya.

Sumamo, 2000. Efektivitas Organisasi Publik
Faktor-faktor

Mempengaruhi [Criteria, Universitas
Indonesia.

dan Yang

Thoha, Miftah, 2004. Birokrasi dan Politik di
Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafmdo

Persada.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor
21 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
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